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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor6 Tahun
2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peaturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan pengalokasian  Alokasi Dana Desa
Tahun  Anggaran 2017 di  Kabupaten Bolaang
MongondowTimur;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang MongondowTimur
di  Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4875);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234),




4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor4575);
Peraturan Pernerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4576);

Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2005 tentang
Standar ~ Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4503);

Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5694);




Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pendoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor903);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
MongondowTimur Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Bolaang MongondowTimur Nomor
61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
MongondowTimur Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN
ANGGARAN 2017.




BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang
MongondowTimur.

(3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

(4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

(5) Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

(6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(7) Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

(8) Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(10) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)atau yang disebut nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(11) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan
merupakan  mitra  Pemerintah Desa dalam  memberdayakan
masyarakat.

(12) Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di
dalam Desa.

(13) APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang MongondowTimur Tahun Anggaran 2016.




(14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

(15) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

(16) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes,adalah
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu)tahun.

(17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

(18) ADD Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh
setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari
anggaran ADDdenganjumlah Desa di Kabupaten.

(19) ADD Formula adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi
setiap Desa dengan menggunakan rumus perhitungan bobot jumlah
Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan
Geografis (IKG).

(20) Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan
Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPDdengan Pemerintah Desa.

(21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDeshdalah himpunan
pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang
dilakukan oleh Desa selama | (satu) tahun berjalan yang ditetapkan
oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi
Peraturan Desa.

(22) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung  seluruh  penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

(23} Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah wunsur Perangkat Desa yang membantu
Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

(24) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PTKD
adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Pelaksanaan Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan  kegiatan
bertanggungjawab kepada Sangadi,

(25) Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan
Desa.

(26) Kepalaurusan atau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.

{




(27) Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan
Desa.

(28) Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri
dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat, Yangbertugas untuk mendampingi proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
JUMLAHBESARANDANPERHITUNGAANLOKASDANADESA
Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD)Yahun Anggaran 2017 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari
dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana
AlokasiKhusus adalah sebesar Rp. 35.423.451.200,- (tiga puluh Zimamiliar
empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus Zimgouluh satu ribu dua ratus
rupiah).
Pasal 3

(1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal (2),
dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Alokasi Dasar = 90 %x35.423.451.200
BODesa

(2) Perhitungan AlokasiDana Desa Formula sebagaimana dimaksud pada
pasal (2) berdasarkan perhitungan dengan rumus:
a. Perhitungan Rasia Jumlah Penduduk Desa (JP)dengan rumus :

RasioJP Jumlah Penduduk Desa
Total Penduduk Kabupaten
Bobot JP = 25 % x Rasio JP
b. Perhitungan Rasia Jumlah Penduduk Miskin Desa (JPM)dengan
rumus

Rasio JPM/AK = Jumlah Penduduk Miskin Desai angka miskin

Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten
Bobot JPM/ AK = 35 % x Rasio JPM/ AK

c. Perhitungan Rasia Luas WilayahDesa (LW) dengan rumus:

RasiolLW Luas Wilayah Desa
Total Luas Wilaya Desa di Kabupaten
BobotLW 10 % x Rasio LW




d. Perhitungan Rasia Indeks Kesulitan GeografisDesa (IKG) dengan

rumus:
Rasio/KG IKG
Total IKG Desa di Kabupaten
Bobot 'KG 30 % x Rasio !KG

e. Perhitungan Total Bobot dengan rumus :
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM/ AK + Bobot LW + Bobot |KG
f.  Perhitungan bagian AlokasiFormula dengan rumus :
Alokasi Formula Total Bobot x Pagu Bagian Formula

g. Perhitungan Pembagian AlokasiDana Desa setiap Desa dengan
rumus:
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

(3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir pada bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2),
dan pasal (3) dialokasikan dengan mempertimbangkan

Kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;

Kebutuhan penghasilan dan tunjangan BPD,RT;

Kebutuhan Operasional pemerintahan desa;

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;

Kebutuhan Pembagunan desa;

Kebutuhan Pembinaan masyarakat desa; dan

Kebutuhan Pemberdayaan masyarakat desa.
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Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4)
huruf a dan huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan peraturan
Bupati

(2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4)
huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tetap mengacu pada
Peraturan Bupati ini, serta menyesuaikan dengan kebutuhan program
kegiatan dan besaran anggaran dimasing-masing desa




BAB III
PRINSIPPRINSIPPENGELOLAAANDD
Pasal 6

(1) Pengelolaan ADDbagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

(2) Keseluruhan jumlah keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada
Tahun 2017, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2017.

(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADDdirencanakan, dilaksanakan
dan dievaluasi secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Seluruh  kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

(2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip terarah, terkendali,
hemat dan tepat sasaran.

(3) Alokasi Dana Desa  dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

(4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun angaran
berkenaan.

BAB IV
PENGGUNAAANLOKASDANADESA
Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bolaang MongondowTimur Tahun anggaran 2017 dimusyawarahkan oleh
Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
{APBDesyahun Anggaran2017.

Pasal 9

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah dikurangi dengan
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dan huruf b,
maka pembagiannya adalah:




[a—Y

(1)

30% digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;

70% digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Bidang Pemerintahan,
Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Penggunaan AlokasiDana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat
(1) digunakan untuk:

a.

Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan
kendaraan dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa;

Operasional sekretariat BPD seperti ATKBPD, Rapat-Rapat BPD,
Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD, dan kegiatan lain
yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD;

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (2) yaitu :

a.

Pelaksanaan Bidang Pemerintahan antara lain:

1. Pelaksanaan rapat-rapat di Desa;

2. Honorarium pelaksana kegiatan di Desa, Pelaksana Teknis

Pengelola Keuangan Desa (PI'PKD)Bendahara Desa, Operator

Siskeudes, Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PI'KD) yang

ditetapkan dengan Keputusan Sangadi;

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;

Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa;

Pendayagunaan data profilDesa;

Penunjang kegiatan sosialisasi, bimtek, dan kegiatan-kegiatan

di Desa; serta

9. Penunjang pelaksanaan pemerintahan yang dianggap prioritas
sesuai hasil musyawarah Desa.

Pelaksanaan Bidang Pembangunan di Desa antara lain:

1. Pembuatan irigasi pertanian;
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2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

4. Pembebasan lahan untuk kepentingan sosial dan kepentingan
Desa;dan

5. Pelaksanaan pembangunan dalam skala kecil sesuai dengan
kemampuan keuangan Desa yang menjadi skala prioritas yang
ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di Desa.




C.

Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat antara lain:
1.

2.

7.

Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif/honorarium

Pelaksana Adat);

Peningkatan kesejahteran Lembaga
Keagamaan/insentif/honorarium (IMAM, Pendeta, Pegawai
Syar'l], dan untuk guru ngaji,guru sekolah minggu, dibayarkan

dengan mengunakan anggaran DD yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati);

Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud yang tidak tertata pada
APBD Kabupaten dapat dibebankan dan dibayarkan pada
anggaran APBDes lewat Dana Desa yang akan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Operasional,dan pembayaran insentif kader posyandu di
tingkatan desa berdasarkan Keputusan Bupati yang akan
dibebankan pada DD

Prmberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban

Masyarakat (Linmas di Desa) yang dibebankan pada ADD
Tahun Angaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan

keagamaan;dan

Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial
masyarakat.

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1.

2.
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0.

Pemberdayaan PKK;

Belanja tambahan makanan ibu, bayi dan balita penunjang
kesehatan ibu dan anak dalam posyandu;

Pemberdayaan Pemuda;

Pemberdayaan LPMpeningkatan Kesejahteraan (Insentif LPM);
Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat;

Pengembangan Teknologil'epat Guna di Desa;

Pemberdayaan KelompokUsaha Ekonomi Produksi;
Pemberdayaan KelompokUsaha Tani;

Pemberdayaan KelompokUsaha Masyarakat Miskin;
Pemberdayaan KelompokUsaha Nelayan;

11.Pemberdayaan KelompokUsaha Pengrajin;

12.Pemberdayaan KelompokPemerhati dan Perlindungan Anak;
13.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran wanita di Desa; dan
14.Peningkatan, pengembangan kapasitas dan  kualitas

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang di tetapkan melalui musyawarah Desa.




(3) Peruntukan, perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
Huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan
keuangan Desa.

Pasal 11

{1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan
sesual peruntukannya secara administrasi, teknis dan hukum.

(2) Pengunaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dana transfer ke
Desa yang diatur tersendiri melalui panduan pedoman teknis
pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

BABV
MEKANISMPENYALURANLOKASDANADESA
Bagian satu
Tahapan Penyaluran
Pasal 12

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan
dalam 2 (Dua) Tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi
tiap Desa:

a. Tahap I sebesar: 60 % (enam puluh per seratus); dan
b. Tahap Il sebesar: 40 % (empat puluh per seratus).

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan April.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

"-, dokumen persyaratan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimaksud pada ayat (1) ditransfer

dari RKUDke RKDes.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa
Dari RKUDke RKDes
Pasal 13

(I) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUDke RKDesdilaksanakan oleh
Bupati melalui SKPDTeknis terkait.
(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN
masuk ke Rekening Kas Daerah.




3)

(2)

(6)

Pelaksanaan Anggaran ADD tahap [ dilakukan dengan persyaratan
setelah Sangadi menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap I kepada Bupati cg. Kepala DPMD dengan melampirkan
dokumen:
a. Surat pengantar dari camat terkait dengan penyampaian dokumen;
b. Perdes RPJMDes;
c. Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran
yang akan dilaksanakan;
d. Peraturan Desa tentang APBDes;
e. Pakta Integritas;
f. RKADesatau sebutan lain bersama arus kas penggunaan Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaranyang akan dilaksanakan;
g. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya;
Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
dokumen yang telah dievaluasi dan diverifikasioleh tim fasilitasi dan
evaluasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat
Kabupaten, serta telah mendapatkan pengantar dari dinas PMDuntuk
pelaksanaan APBDes.
Pasal 14

Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi

menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I

kepada Bupati melalui SKPDteknis.

Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),disertai dengan dokumen laporan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Penggunaan AlokasiDana Desa Tahap I;

b. Rekening Koran dari Bank;

c. FotoCopySPPPencairan Tahap I.

d. Surat keterangan dari Inspektorat telah dilakukan pemeriksaan

e. Surat keterangan dari camat terkait penjelasan dokumen
pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan telah di evaluasi oleh
tim pendamping tingkat kecamatan.

Setelah dokumen administrasi disampaikan tim evaluasi tingkat

Kabupaten melakukan verifikasikelayakan dokumen untuk segera di

lakukan penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUDke RKDesdengan

membuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh KepalaDPMD.

Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap 1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Alokasi Dana

Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50o/0 (limapuluh per seratus).

Sangadi menyampaikan laporan penggunaan AlokasiDana Desa Tahap

I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cg. SKPDteknis

paling lambat minggukedua bulan Juli.

Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap [ sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan ADDsemester I.
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Pasal 15

Laporan penggunaan ADD Tahap II, menunjukkan  paling kurang
Alokasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh
per seratus).

Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap
I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. SK.PD
Teknis paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 16

Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk
segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan

sesuai dengan RKA Desa.

Setelah program dan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap II
dilaksanakan, maka Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung

jawaban  pelaksanaannya paling lambat bulan Januari Tahun

Anggaran berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyertakan dokumen:

a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap | dan
Tahap 1I;

b. Rekening Koran dari Bank;

c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I dan Tahap IL

Pasal 17

Pelaksanaan penyaluran ADDdari RKUDke RKDesdilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan
layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih Ian.jut mengenai

}éenyaluran AlokasiDana Desa dari RKUDke RKDesmelalui Peraturan
upati.

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Mentericq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 18

Setiap Pengeluaran belanja yang di danai lewat ADDharus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat

pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul

dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDestidak dapat

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.




(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
SISTEMPELAPORANANPENGAWASAN
Bagian Satu
Laporan
Pasal 19

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir
bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara
berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa
diketahui oleh Sangadi ke Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan  dari
seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Tim Evaluasi
Tingkat Kabupaten.
Pasal 20

Substansi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah meliputi :
a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;

b. Masalah yang dihadapi;

c. Hasilakhir penggunaan dana.

Bagian Dua
Pengawasan
Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan
keuangan lainnya dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang
berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan
dan penggunaan ADD dan Keuangan Desa lainnya maka
penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
Desa kemudian Kecamatan, Kabupaten dan Aparat penegak Hukum.

BAB VII

INDIKATOREBERHASILAN
Pasal 22

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan
penggunaan ADDadalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan
1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, bantuan
keuangan Desa lainnya;




2. Meningkatnya partisipasi  masyarakat dalam  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan keuangan
Desa lainnya serta terwujudnya pelayanan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Efektif, Efisien dan
berhasil guna;
4. Meningkatnya kesejahteraan Pemerintah Desa dan Masyarakat;
5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa;
b. Penggunaan
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam APBDes;
Daya serap (realisasi) keuangan sesuai peruntukannya;
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
Besarnya jumlah penerima manfaat ;
Tingginyakontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
ADD;
Terjadinya peningkatan Pendapatan AsliDesa; dan
Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada
di Desa tersebut.

QAW

N

BAB VIII
SANKS
Pasal 23

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa

lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana

PengelolaKeuangan Desa yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya

tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan Sanksi berupa:

(1) Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan
Keuangan  Desa lainnya  untuk tahun berikutnya  perlu
dipertimbangkan;

(2)  Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap
Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembagalainnya di Desa
dimasukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah pencairan;

(3) Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk
berikutnya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan);

(4) Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD
terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai
pada tingkat pemberhentian, pemberian dana ADDpada Desa yang
bersangkutan;

(5) Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa, yang dengan
sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai
dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADesmaka kembali kepada
Pakta Integritas, dan siap mempertanggungjawabkan dan siap
mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan
dari Jabatan dan diproses secara hukum.




BAB IX

KETENTUANPENUTUP
Pasal 24

(1) Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan
diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Nepzrr L7 'Tahllm )0 1F timte, g Ptilpill e plenic  Puagonlnlear - an

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25
PPr::ltllr::ln Ru nn+i ini rmila i hPrl::ikl11 nuirl:i t::inP”?/’::il rlillnrl:inPk:iin AP':ir ~Ptiin
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal | r<TbiL-lfth 2017
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PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAK

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

TAHUN 2017
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50 | MOOAT 1 MOAT 398 513.800 492 0.0071 0.001l 9 0.0019 0.00.011 18.39277 0,CUY 0,0020 39.67359 0.0212 0.00.]] 0.00.U] 21.940.66.J.J. 417.454.487.31
) 2_GUAAN 198 _513.800 622 0.0091 omdJ 9 0.0206) __0.0012 7.823483 0.00/6 0,000 39.688712 0.0In 0,003 0.'114; ro&1u2L i) 448.192147.24
s/ 3 SONGKUDAIBARU 398 513 800 1014 0.015 0.00J1] 10 0002J 0.0008 4.885501 0,005, 0000, 40.758226 0.0124 0.0038 .00 JJ.J01-10060) 429.615.926,60.
m 4 BONGKUOAIUTARA 398 513 800 1011 0,0Jff 0.0031 31 0.0a0] 0.00ZJ 6,692692 (1007- 0.0001 41,489356 0,0111 0.0038] 0.0106 11.596.16 U 436110.595.12
653 5 KOKAPOI JO8.5 13.800 714 0.0J0:5 0.... 99 0.0Ju 0.001, 1,137601 0.00J.1 0.000/] 65,437867 Q.0101 1111110 0.016.) 51416.13LDB 455.990.657.08
6< 6_MOKITOMPIA 308.513 800 735 0.0/08) _ 0.0011 113 0.02< 0.00BS 4191151 g 0.000S 40.155623 0,0123 0.003] 0,084 452933.199.45
5 7_MOTOTOMPIAN 398513 800 268 0.0040 Q.0014 41 00038 0.0031 43= 0,00IB 0.000 47.365583 0.0145 0,001 0,0089 430.069.135.99
m 8 BONGKUDAL TIMUR 318 513800 4 o 2,00 13 200201 0.001 037034 0,000, 0.0000 45518146 0, TR 00068 2448Z.0SI'5 422,675 88045
" 9 _KOKAPOITMUR 398 513800 542 0k 0.0020) 75 0.0161] 0005, 5.M1687 0.- 0.0005 59.997985 ~th“5‘|“| 0.00.55 0.0JJI 41.51.Qt(Z 44740991221
0 10_BONGKUOABELATAN J18 51.JROO 579 000851 000 77' 6 0.001 000asl 2791715 000JJ 0000/ 42.182244 Q0 Q.00 00068 14,005 JUTS 422520208 76




Alokasl_Formuyl:
. Jumlah __Pendud Jumlah  Penduduk  Migkin uas\Wilaveh IKG Pagu Alokul Dano
No. Kecamatan NamaOna AlokuiOasar [~ 2T = . ﬁyh 7;:;;:;1.11 st | Loogon| R0 | o Kl:sdlﬁlk;n R’Izizll?f:ks b Total Bobot 2}":[:15"3 Oesa per-Oesa
Pooduduk L o orn WiJareh - " - -
n e 1 1 0 151 161 n Isi 191 110) 1111 1UJ LI /14) 1151 "n" in.m+1t01, N31-+hlil 239 Lol (41LBL
] MOOAYAG | MOYONGKOTA J98.513 1100 101S] qoJsO (I J1 75 0.0161 41815708 0.3 0,0008 28,27U7 0.001 0,0026] a.ous o1 )| 442.836.543,03
11 BARAT 2 BANGUNAN WUWUK 398 513 800 725 Q.0107 (10011 82 Q017" 0.CI0Q 1363 0.00- 20011708 2.0021 ol Qe 441 426 907 .06
% 3_BANGKUDA! BARAT .198 513.800 1043 0.01841 0.00J1 47 aoloJ 000/  6.97928F a.00n 0.000, i0.533-147 0.00.7 0,001+ 0.0103 11.801.JU.n 436.021.338,77
3 4 BONGKUDAI 398 513.800 1773 0.0161 0,0068| 12 Q.1I161 0.00.1 9.07307. 0.0J00f 0.0010 22.6-4015 200701 10000 con 41855987 465.069.810.42
) 5 MOYONGKOTA BARU 398 513.800 1750 eges 0,0063 23 0.001 0.00s1]  13,791071 40151 0.0019 35,78415 (0440 Vo 0.0110) 4&.001.112.JJ 444.531.608,13
) 6 _MOONOW 3<18.51J.800 539 0.001] 00010 37 0.009 00018] 5.94635 0.0065. 0.0007] 31.612074 gaa.l 0002901 000& LLSI82204] 4280320534
11 7 INATON 3985131100 80 Q.0J21 2 0.004, 000211 55834 LTI 2980871 0009 0001 0001} ALLIZ9R!LL 4318571 8IS A3
71 8 BANGUNAN wuwuk TIMUR 398 513.800 657, 0.00,7)  0.001+ 73 Q0157 0.00:S! 2791715 0.0031 0.000, 31,60496 0,0(51 0.0029 0.0.W 1SAJS..245,9) 437.929.071,91
[0 O PINONOBATUAN 398 513.800 1229 0,0UJ 0.00<. 91 0,0W " 5.5136379 aney A 38,447412) 0.0118 0.0038) 0,018 54369.221,15 453.483.047.75
30 10 TANGATON 398.513.800 66 0,00,7] 0.001+ 49 0.0.10¢ 0.0031 3.%1724 0.0038 0.0004] 42.73660 0,01.U 0.0039 0/)‘/7] J63SS. 1. 435469.764.75
Tobi 31.881.104.000 67.819 1,0000 0,25 4.656 1,0000 0,35 910 1,0000 0,10 3.257 1,0000 0.30 1,00 I 3.542.345.120 35.423.451.200
Kontrol Pen,h(tunean Bobot
P1gu Alokasl Dena Oe.11 KabuP1ten KabupeU!nBot11nc
Mongondow Timur 35 123 IS 1100 Jp 25%
I"BS~PemituniirPwauOe.rit Dese K1bup.1:enX AK 35%)
Pagu Ak>kJld Oasar 398.513.826 LW 10%
Hain Hitunc Alokasf e>awr IKG 30%)
Pagu Ak>ust Fomiula 3.5g2.315. 120
Hasn I"lftung AJokasr Formula
Jumizh De» 80
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